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Abstrak
 

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat popular digunakan oleh kalangan pelaku

bisnis. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan pada suatu negara,

karena terhalang oleh suatu ketertiban umum negara tersebut. Kemajuan pesat di bidang bisnis baik nasional

maupun internasional seperti penanaman modal (<em>investment)</em>, kontrak kerjasama investasi asing

(<em>joint venture agreement)</em>, maupun alih teknologi <em>(transfer of technology), </em>dll.

Memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang cepat dan tepat manakala terjadi perselisihan

<em>(misunderstanding)</em> bahkan sengketa hukum (<em>dispute).</em> Permasalahan timbul ketika

terjadi persengketaan dan memakai forum Arbitrase untuk penyelesaian sengketa tersebut. Persengketaan

tersebut berkaitan dengan suatu putusan arbitrase yang akan dilaksanakan di Indonesia tidak dilakukan

dengan itikad baik oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja berkaitan langsung dengan apakah pengadilan

negeri memiliki kewenangan terhadap suatu putusan arbitrase atau tidak. Kondisi dimana pihak yang

bersengketa tentu menginginkan kepastian hukum, jika putusan tersebut ingin dilaksanakan namun terhalang

oleh ketertiban umum dan hukum <em>custom </em>yang dimiliki oleh suatu negara.

Maka dari itu terbentuklah 3 rumusan masalah yaitu: (1)Apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan

menolak dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional?; (2)Bagaimana kepastian hukum yang akan

didapat oleh suatu pihak yang mempunyai sengketa di Indonesia dimana sengketa tersebut bersinggungan

dengan  ketertiban umum?; (3) Haruskah ketertiban umum dirumuskan secara terperinci ?. Tipe penelitian

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitan ini yakni kewenangan pengadilan ada pada sebelum dan sesudah proses arbitrase

tersebut, namun dalam prosesnya, peran pengadilan mempunyai peran yang sangat penting. Kepastian

hukum dalam hal-hal yang bersinggungan dengan ketertiban umum di Indonesia tidak dapat dipastikan

karena ketertiban umum dinilai berubah-ubah. perumusan ketertiban umum secara terperinci dianggap

penting, sehingga para investor yang akan berinvestasi mempunyai <em>guide line</em> dalam

keuntungan dan kerugian yang akan didapat.

......Arbitration is a very popular dispute resolution institution used by business people. However, this does

not guarantee that a decision can be implemented in a country, because it is obstructed by a country's public

order. Rapid progress in the field of business both nationally and internationally such as investment foreign

investment cooperation contracts, and transfer of technology, etc. Requires a mechanism for resolving legal

disputes quickly and precisely when disputes occur (misunderstanding) and even legal disputes. Problems

arise when disputes occur and use the Arbitration forum to resolve the dispute. The dispute is related to an

arbitration award that will be carried out in Indonesia not carried out in good faith by the losing party. This

is of course directly related to whether the district court has authority over an arbitration award or not.

Conditions where the parties to the dispute certainly want legal certainty, if the decision is to be

implemented but is hindered by public order and custom law owned by a country.
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Based on the description, 3 problem formulations are determined namely: (1) What is the authority of the

court of an international arbitration award ?; (2) How will legal certainty be obtained by a party that has a

dispute in Indonesia where the dispute is related to Public Policy ?; (3) Should the Public Policy be

formulated in detail? The type of research used is normative legal research.

The result of this research is that the authority of the court is before and after the arbitration process, but in

the process, the role of the court has a very important role. Legal certainty in matters pertaining to Public

Policy in Indonesia cannot be ascertained because Public Policy is judged to be changing. The formulation

of a detailed Public Policy is considered important, so that investors who will invest have a guide line in the

profits and losses that will be obtained.


